Menimbang

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 23 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

. a. bahwa untuk menciptakan keterpadu&eperlanjutan, dan

sinkronisasi dalam melaksanakan pembangunan digéaen Kendal
dan untuk meningkatkan keseimbangan pemanfaatamg,rua
diperlukan adanya arahan mengenai pemanfaatan seaaga pasti;
bahwa untuk mengarahkan pembangunan di KabupKerdal
dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya tperhasil
guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelandiédem rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertaHa@manan,
perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupgétedal,

bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan baegunan
antarsektor, dan antara Pemerintah Kabupaten Kelatiaasyarakat
/ dunia usaha khususnya untuk memberikan araham Ib&gsi
investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerimasyarakat
dan / atau dunia usaha, perlu disusun RencanaRiaag Wilayah

Kabupaten Kendal;

. bahwa berdasarkan perkembangan Provinsi Jawa Tenuadil

pengkajian implikasi penataan ruang Daerah, sebagasaya
pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonoraedilg daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup Rencanzb&egunan
Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Tata Ruang aWilay

Kabupaten/Kota yang berbatasan, maka Peraturara&&bupaten



Mengingat

Daerah Tingkat Il Kendal Nomor 2 Tahun 1994 tentRegcana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 1l Kenda¢njbaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Kendal Tahurd188mor 2
Seri D No. 10), sudah tidak sesuai dengan keadaamperkembangan

sehingga perlu diganti;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tepstauthuruf a,

b, ¢, dan d tersebut di atas serta sebagai pelaksdrasal 26 ayat (7)
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang PendRasmmg,
dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah terRengana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Kendal.

:1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1@58aihg Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa gafen
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Neniahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat |l Batamggah
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam LingkuRgapinsi
Jawa Tengah ( Lembaran Negara Republik Indoneshaumrda 965
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indangemor
2757) ;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraidaaar Pokok

— pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indondsaaun 1960
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik kesianiNomor
2013);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketertkatentuan

Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik IsimrnEahun
1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Repubtioniesia
Nomor 2831);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pesindn
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Noi2d,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Non®r4)3
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang N8indmahun
2000 tentang Desain Industri ( Lembaran Negara BRépindonesia
Tahun 200 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Rkepub
Indonesia Nomor 4045 );

. Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsef&amber

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Nedreaublik



Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaragarde
Republik Indonesia Nomor 3419);

6. Undang — Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepsaiaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nom®,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nod®r)3

7. Undang — Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumalaa
Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah@82
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indangemor
3469);

8. Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Bendar(Budaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Noro,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nodit0)3

9. Undang — Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lahtaki dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indon&siaun 1992
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indangemor
3480);

10.Undang — Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pelagelo
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indoadsihun 1997
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indangemor
3699);

11.Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehuatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nod®y,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom®a888)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nbgn®ahun
2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peinddjatang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atdarigrUndang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undaclang (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NorGdy
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nodf@t % ;

12.Undang — Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumiaga DAir
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nor8?,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoBior %

13.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembamtuk
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara lkejnadonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Rkepub

Indonesia Nomor 4389) ;



14.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemb&nt®aerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 ddof®5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Non#37 4)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang N8ni@hun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peinddjasang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atdarigrUndang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerafadidsndang-
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahb 200mor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaoNd548 );

15.Undang — Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jdlamigaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, bEdran

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

16.Undang — Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang PendRamng
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No®®,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noffii )4

17.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentangt&pan Mulai
Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, Hamari hal
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timengah /

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

18.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentaenud3an
Kotamadya Daerah Tingkat Il Semarang ( Lembaranaie&epublik
Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaragarde
Republik Indonesia Nomor 4079 ) ;

19.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentatey Hengaturan
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 18&#nor 37,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No225)3

20.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentamigndRengan
Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahurb 1¢&mor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No2@4)3

21.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentalagc$2@maan Hak
dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Perata S&asyarakat
dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republilnésto Tahun
1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubtibniesia
Nomor 3660);.



22.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentamgaRa Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Repubtibtesia Tahun
1993 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Repubtioniesia
Nomor 3721);.

23.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentanglisi
Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Repuidionesia
Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Riepub
Indonesia Nomor 3838);.

24.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentamgt®gunaan
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahud 28fmor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No#385);

25.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentaegprRan
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penariridaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nod®b,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Not&&3);

26.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentagegsir(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 46, TEdrab
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

27.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentdag Jlaembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, THEdrab
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

28.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentarmgbRgian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintdbaarah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kdtembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, THEdrab
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;

29.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Bahge,
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Peguntidangan ;

30.Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang eRdagn
Kawasan Lindung ;

31.Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentanggleagn Tanah
Bagi Pembangunan Kawasan Industri ;

32.Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1993 tentang dftuemsi
Pengelolaan Tata Ruang Nasional;

33.Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentangrBidardinasi

Tata Ruang Nasional;



34.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21112003 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengamifhean
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);

35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22nT2003 tentang
Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Ter({@ambaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);

36.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Kemd@aior 1
Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri SipilLidigkungan
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat || Kendal (Larab Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Kendal Tahun 1988 Nioth Seri D
No. 1);

Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL
dan
BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN KENDAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemeriaidalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaindamaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indon&aiaun
1945.

2. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah @Gubetan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pésthamn daerah
Provinsi Jawa Tengah.

3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat ldaszhagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati addepala
Daerah Kabupaten Kendal.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyiagkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatedaden
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal yalagjagya
disebut Rencana Tata Ruang Wilayah adalah kebijaksa
Pemerintah Kabupaten Kendal yang menetapkan |okasiasan
yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasadidaya
termasuk kawasan produksi dan kawasan permukinuda jgringan

prasarana dan sarana wilayah dalam wilayah Kabugatadal yang

akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun tuwak

perencanaan yaitu 10 (sepuluh) tahun, sebagai pEdobagi
penataan ruang wilayah Kabupaten Kendal dan selbagar dalam
penyusunan program pembangunan.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, rdamg ruang
udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai saatuas wilayah,
tempat manusia, dan makhluk hidup lainnya, melakieiatan dan
memelihara kelangsungan hidupnya.

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan polagua

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permuokdaa sistem
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sepagdukung
kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secararkies memiliki
hubungan fungsional.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses peranctta ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatag. rua
Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan aaig ru
Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan ryatiguti
pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawss@taan
ruang.

Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentakdasan
hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan mastadalam
penataan ruang.

Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk maitiagkkinerja
penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerip&herintah

daerah, dan masyarakat.



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapgisan
penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan ruatag,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatag. rua
Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar pgugekan
penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengantlateperaturan
perundang-undangan.

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untukntukan
struktur ruang dan pola ruang yang meliputi pengasu dan
penetapan rencana tata ruang.

Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkakistruang
dan pola ruang sesuai dengan tata ruang melalyiupenan dan
pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Penatagunaan tanah adalah sama dengan pglelgaan tata guna
tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan, daanpeatan tanah
yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah mejadmgaturan
kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tagtzdga satu
kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat sadiéra
Penguasaan tanah adalah hubungan hukum amterg per orang,
kelompok orang, atau badan hukum dengan tanah aetmga
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 196@arign
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Penggunaan tanah adalah wujud tutupan permukaanbaik yang
merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.
Pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk metkdapailai tambah
tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya.

Hak atas tanah adalah hak-hak sebagaimana slichaklalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peratirasar
Pokok-pokok Agraria.

Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya mewujudkan
tertib tata ruang.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuagrafs beserta
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnyantuditen
berdasarkan aspek administrasi dan / atau aspgkitural.

Sistem wilayah adalah struktur ruang dan palang yang
mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.

Sistem internal perkotaan adalah struktur rudarg pola ruang yang

mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat int@er&iotaan.



29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utamautigdatau budi
daya.

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkengan fungsi
utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yangncakup
sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetaglengan fungsi
utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi daenpbsumber
daya alam, sumber daya manusia, dan sumber datanbua
Kawasan perdesaan adalah wilayah yang memplk&gaatan utama
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alagadesusunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdegadalyanan
jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegi&taromi.

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempkegaatan utama
bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan aebagpat
permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusaypebn jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonom

Kawasan Prioritas adalah kawasan yang dianggsglu
diprioritaskan penanganannya serta memerlukan dakupenataan
ruang segera dalam kurun waktu perencanaan.

Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkaara nasional
mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnpaodiaskan,
yang memiliki arti sebuah tempat atau bandar yarggmpunyai
fasilitas lengkap untuk kapal bersandar, berlabohik turun
penumpang, dan bongkar muat barang dan hewan;

Kawasan strategis Kabupaten adalah wilayah ypegataan
ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaaniga penting
dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosiatlapa, dan /
atau lingkungan.

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalan/atau
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifaukerbtempat
tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamialpumayang
sengaja ditanam.

Sub Wilayah Pembangunan yang selanjutnya diaingWP adalah
pengelompokan wilayah sesuai dengan potensi dagrafeaintuk
pengembangan.



39.

40.
41.

42.

43.

44,

45.
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Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dyeatkan dalam
kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan Kketergaeaturan
perundang-undangan.

Orang adalah orang perseorangan dan / ataorasip

Masyarakat adalah orang perorangan, kelompakgortermasuk
masyarakat hukum adat dan badan hukum.

Insentif adalah upaya untuk memberikan imbalwrhadap
pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencdaardang
wilayah, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupemerintah
daerah.

Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, mivagasi
pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tikgalan
dengan rencana tata ruang wilayah yang antaradagat berupa
pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyepdragarana dan
sarana serta pengenaan kompensasi dan penalti.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidilam hal dan
menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang umteskcari serta
pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuatnigrtindak
pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Repubiitonesia atau
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang dibenvenang khusus

oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB ||
ASAS, TUJUAN, SASARAN, DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Rencana Tata Ruang Wilayah didasarkan atas asas :

Q

-~ ® a0 T p

keterpaduan;

keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
keberlanjutan;

keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
keterbukaan;

kebersamaan dan kemitraan;

perlindungan kepentingan umum;
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h. kepastian hukum dan keadilan; dan
i. akuntabilitas.
Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

(1) Rencana Tata Ruang Wilayah mempunyai tujuan :

a. sebagai dasar pedoman teknis pemanfaatan ruangnissamnsi-
instansi  Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat yang
memanfaatkan Rencana Tata Ruang Wilayah;

b. sebagai dasar dalam penyusunan dan pengaturanamrogr
pendanaan serta pelaksanaannya,

c. sebagai dasar dalam penyusunan rencana yang letah atau
tata ruang kawasan sehingga dapat dijaga kesingjabudan
keserasian pengembangannya,;

d. sebagai instrumen pengendali pembangunan, pertanbutan
keserasian lingkungan melalui pengarahan dan persgaw
pembangunan; dan

e. memberi kejelasan tugas dan wewenang Pemerintahmdal
menata wilayabh.

(2) Dalam mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud padd¥ harus
didasarkan pada :

a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan
lingkungan buatan;

b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber alayn
dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sudalyer
manusia; dan

c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegal@anpak

negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatang.uan

Bagian Ketiga
Sasaran
Pasal 4

Sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah adalah :
a. terwujudnya rumusan tentang kebijakan pengembangayah;
b. terkendalinya pembangunan di wilayah Daerah barigydilakukan

oleh pemerintah maupun oleh masyarakat;
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c. terciptanya keserasian antara kawasan lindung dawadan
budidaya,;

d. tersusunnya rencana dan  keterpaduan  program-program

pembangunan di wilayah Daerabh;

e. terdorongnya minat investasi dari masyarakat / diama usaha di
wilayah Daerah; dan

f. terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan r as&ktor

pembangunan.

Bagian Keempat
Fungsi
Pasal 5

Rencana Tata Ruang Wilayah mempunyai fungsi, yaitu:

a. sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk memetajokasi
dalam menyusun program-program pembangunan yankpitzer
dengan pemanfaatan ruang di Daerah; dan

b. sebagai dasar dalam pemberian rekomendasi pemamfaadng
sehingga pemanfaatan ruang sesuai dengan RencaaaRiliang
Wilayah yang telah ditetapkan.

BAB |11
KEDUDUKAN, WILAYAH PERENCANAAN
DAN JANGKA WAKTU
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 6

Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah adalah:

a. sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang WiRs@hinsi dan
merupakan matra ruang dari program pembangunarabaer

b. sebagai acuan, pengikat, dan penyelaras dalam aatejkrpaduan
penataan ruang antar wilayah dalam Daerah; dan

c. sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan miabgerah
sesuai kondisi wilayah dan berasaskan pembangunang y

berkelanjutan.



13

Pasal 7

Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimareksiid dalam

Pasal 6 menjadi pedoman untuk :

a. penyusunan rencana pembangunan jangka pangargtt)

b. penyusunan rencana pembangunan jangka menBagadth;

c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfasag di wilayah
Daerah;

d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan kdmeigan antar
sektor;

e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk ingestan

f. penataan ruang kawasan strategis Daerah

Bagian Kedua
Wilayah Perencanaan
Pasal 8

Ruang lingkup wilayah Rencana Tata Ruang Wilayalipug seluruh
wilayah Daerah seluas 1.002,23 (seribu dua komatiga® KM? yang
secara administratif terdiri dari 20 (dua puluhg&®atan, yaitu:
Kecamatan Plantungan;

Kecamatan Sukorejo;

Kecamatan Pageruyung;

Kecamatan Patean;

Kecamatan Singorojo;

- ® 2 0 T p

Kecamatan Limbangan;
Kecamatan Boja;

> @

Kecamatan Kaliwungui;

Kecamatan Kaliwungu Selatan;
J. Kecamatan Brangsong;
k. Kecamatan Pegandon;

Kecamatan Ngampel;

. Kecamatan Gemubh;
Kecamatan Ringinarum;
Kecamatan Weleri;

Kecamatan Rowosari;

L T o 5 3

Kecamatan Kangkung;

-

Kecamatan Cepiring;
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s. Kecamatan Patebon; dan
t. Kecamatan Kendal.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu
Pasal 9

(1) Jangka waktu berlakunya Rencana Tata Ruang Wilagalah 20 (dua
puluh ) tahun sejak tahun 2007 sampai dengan 2027.

(2) Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksual gozat (1)
yang telah ditetapkan, ditinjau kembali 1 (satul kialam 5 (lima)
tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan.

(3) Hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pgdt (2) berisi
rekomendasi tindak lanjut sebagi berikut :

a. perlu dilakukan revisi karena adanya perubahanjdan dan
strategi nasional dan/ atau provinsi yang mempeigar
pemanfataan tata ruang wilayah dan/atau dinamikabpbBan di
Daerah yang mempengaruhi pemanfaatan tata ruaagahilsecara
mendasar di Daerah; atau

b. tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada pahdn kebijakan
dan stategi nasional dan tidak terjadi perubatdinamika internal
Provinsi/Daerah yang mempengaruhi penataan rudagaf.

(4) Dalam hal strategi pemanfaatan tata ruang wilaya struktur tata
ruang wilayah pada wilayah tertentu menuntut adgreyabahan yang
mendasar sebagai akibat dari penjabaran Rencaad&lang Wilayah
Nasional dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Fiowdan / atau
Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau dinamika pegoban di
Daerah dan/atau terjadi peristiwa bencana alam yaeggakibatkan
perubahan pemanfaatan peta ruang, maka Rencana Risag
Wilayah dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (saka)i dalam 5 (lima)
tahun.

(5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(3yaayat (3)
huruf a dan ayat (4) ditetapkan dengan Peratuesrdh.
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BAB IV
RENCANA STRUKTUR TATA RUANG
DAN POLA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah Umum
Pasal 10

(1) Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah dalamwupgdannya
berdasarkan unsur-unsur pembentuk rona lingkunigam, ingkungan
sosial, dan lingkungan buatan yang digambarkanraduararkis dan
berhubungan satu dengan yang lainnya yang membstmtiktur ruang
Daerah.

(2) Rencana struktur pemanfaatan tata ruang wilayahagséimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi SWP dan hierarlsapwpelayanan
wilayah.

(3) Hirarkhi pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pgala(2) adalah
sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaatsa sistem
prasarana wilayah.

Bagian Kedua
Struktur Tata Ruang Wilayah

Pasal 11

(1) Struktur Tata Ruang Wilayah berdasarkan pembagiaWP S
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)i téadhr
a. SWP | meliputi wilayah Kecamatan Kendal, Patebapifing, dan
Kangkung;
b. SWP Il meliputi wilayah Kecamatan Kaliwungu, Kaliagu
Selatan, Brangsong, Pegandon, dan Ngampel;
c. SWP Il meliputi wilayah Kecamatan Weleri, Rowosari
Ringinarum, dan Gemubh;
d. SWP IV meliputi wilayah Kecamatan Sukorejo, Pageangy
Patean, dan Plantungan; dan
e. SWP V meliputi wilayah Kecamatan Boja, Singorojoand
Limbangan;
(2) SWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masingwgriasipusat di:
a. Kecamatan Kendal berfungsi sebagai pusat pelayaws ;
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b. Kecamatan Kaliwungu berfungsi sebagai pusat peay&wP II;

c. Kecamatan Weleri berfungsi sebagai pusat pelayaiémn III;

d. Kecamatan Sukorejo berfungsi sebagai pusat pelayakéP 1V;
dan

e. Kecamatan Boja berfungsi sebagai pusat pelayana? %W

(3) Pembagian SWP sebagaimana dimaksud pada ayatgdiygrmasing

memiliki fungsi sebagai:

a. SWP | sebagai pusat pemerintahan, perdagangan ase, |
pariwisata, perikanan, pertanian, dan perkebunan;

b. SWP Il sebagai pusat pertanian, perkebunan, indudtn
pariwisata;

c. SWP Il sebagai pusat pertanian, perikanan, perkaiu
perdagangan, dan pariwisata,

d. SWP IV sebagai pusat perkebunan, pertanian, ketoitan
peternakan, dan pariwisata; dan

e. SWP V sebagai pusat perkebunan, pertanian, kehytana

peternakan, pariwisata, perdagangan dan jasaprtalustrian.

Bagian Ketiga
Sistem Hirarkhi Pelayanan Perkotaan

Pasal 12

(1) Pembagian wilayah sebagaimana yang dimaksud dateal RO ayat
(2) dibagi dalam 5 (lima) hierarki, yaitu sebalarikut:

a. Hirarkhil : Kecamatan Kaliwungu, Kaliwungu Selatdtendal,
dan Weleri.

b. Hirarkhill : Kecamatan Sukorejo, Boja, [lbangan, dan
Patebon

c. Hirarkhi lll : Kecamatan Patean, Plantungan, Pagang,

Singorojo, Gemuh, Kangkung, dan Cepiring.
d. Hirarkhi IV : Kecamatan Brangsong, Pegandon, Ngamp
Ringinarum, dan Rowosari.
(2) Wilayah yang berkedudukan sebagai hierarki |, saipagna dimaksud
pada ayat (1) huruf a berfungsi sebagai pusat ae&ay
(3) Hirarkhi yang lebih tinggi berfungsi melayani higiayang lebih

rendah.
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Bagian Keempat
Sistem Permukiman Perkotaan dan Perdesaan

Pasal 13

Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalaal P@sayat (3)
merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan utamanbp&rtanian
dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat perarulperkotaan,
pemusatan dan distribusi pelayanan jasa, pemeaimtgielayanan sosial,
dan kegiatan ekonomi.

Pasal 14

Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud dalaah agyat (3)
merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan utant@npger termasuk
pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fkagsisan sebagai
tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa péamenm pelayanan
sosial, dan kegiatan ekonomi.

Bagian Kelima
Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah
Paragraf 1
Pola Pemanfaatan
Pasal 15

(1) Rencana pola pemanfaatan Tata Ruang Wilayah merggkam
sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.

(2) Rencana pola pemanfaatan Tata Ruang Wilayah sebaigai
dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Ratsarmfaatan
Ruang Wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiyang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratuesardh ini.

Paragraf 2
Kawasan Lindung
Pasal 16

(1) Jenis-jenis kawasan lindung sebagaimana dimakslamdRasal 15
ayat (1) terdiri dari :
a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadawadem
bawahannya;
b. kawasan perlindungan setempat;

c. kawasan suaka alam dan cagar budaya; dan
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d. kawasan rawan bencana.

(2) Rencana kawasan lindung sebagaimana dimaksud pgala (3)
digambarkan pada Peta Kawasan Lindung sebagaimeamantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak tergeahdari

Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawadi
bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Bydiufuf a
merupakan kawasan yang berada pada ketinggian
kemiringan/kelerengan tertentu yang apabila tiddindlingi dapat
membahayakan kehidupan yang ada di bawahnya.

(2) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dialvaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawaszm lindung.

(3) Kawasan lindung yang memberikan perlindungan tejpd@wasan di
bawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) daRayghtetapkan
di Kecamatan Pageruyung, Kecamatan Plantungan, nkaea

Sukorejo dan Kecamatan Kaliwungu Selatan.

Pasal 18

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimalaach Pasal 16
ayat (1) huruf b mencakup:

a. kawasan sempadan pantai;

b. kawasan sempadan sungai;

c. kawasan sekitar mata air; dan

d

. kawasan ruang terbuka hijau.

Pasal 19

(1) Kawasan perlindungan setempat berupa sempadan pah&gaimana
dimaksud dalam Pasal 18 huruf a adalah deretamjseygtepian yang
lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondig{ pantai dengan
kriteria minimal 100 meter dari titik pasang tegin pantai.

(2) Lokasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud ayatadalah
kawasan sepanjang pantai utara wilayah Daerah utieifgcamatan
Rowosari, Kangkung, Cepiring, Patebon, Kendal, nBsang, dan

Kaliwungu.

dan
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Pasal 20

(1) Kawasan perlindungan setempat berupa sempadani Sefggaimana
dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah kawasamjseggkiri kanan
sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigaisner yang
mempunyai manfaat penting untuk mempertahankarstieelan fungsi
sungai.

(2) Lokasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud paté&layneliputi
kawasan sepanjang Sungai Kuto, Damar, Bulanan, aBluRodri,

Buntu, Kendal, Blorong dan Waridin.
Pasal 21

(1) Kawasan perlindungan setempat berupa kawasan rsekdita air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c adaalsan di
sekeliling mata air yang mempunyai manfaat pentingintuk
mempertahankan kelestarian fungsi mata air.

(2) Lokasi sekitar mata air sebagaimana dimaksud pgafa(d) meliputi

Kecamatan Boja, Plantungan, Limbangan, dan Sukorejo
Pasal 22

Kawasan perlindungan setempat berupa kawasan rtexbgka hijau
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d ada@waasan yang
berfungsi sebagai kawasan lindung atau konsereasias dengan Rencana
Umum Tata Ruang Kota untuk masing-masing ibukotzak®tan yang

bersangkutan.

Pasal 23

Kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimarsksdinn dalam
Pasal 16 ayat (1) huruf ¢ meliputi:
a. kawasan suaka alam; dan

b. pantai berhutan bakau.

Pasal 24

(1) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Easairuf a
adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik catdamaupun di
perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasdestarian

keragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosigte
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(2) Lokasi kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud gzta(l)
meliputi Kecamatan Limbangan, Kaliwungu SelatargePayung, dan

Patean.
Pasal 25

(1) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimdktun Pasal 23
huruf b adalah kawasan pesisir laut yang merupdiabitat alami
hutan bakaunfangrove) yang berfungsi memberi perlindungan kepada
perikehidupan pantai dan laut.

(2) Lokasi kawasan pantai berhutan bakau sebagaimanaksiid pada
ayat (1) meliputi Kecamatan Rowosari, Kangkung, ieg, Patebon,

Kendal, Brangsong, dan Kaliwungu.
Pasal 26

Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dakah IBaayat (1)
huruf d adalah daerah yang sering mengalami bersdanaseperti banijir,
tanah longsor, abrasi, dan akresi.
Paragraf 3
Kawasan Budidaya
Pasal 27

(1) Jenis-jenis kawasan budidaya sebagaimana dumda#talam Pasal 15
ayat (1) terdiri dari :
a. kawasan budidaya pertanian; dan
b. kawasan budidaya non-pertanian;

(2) Kawasan budidaya pertanian dan budidaya naiauan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Ren€awasan
Budidaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yaegipakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Kawasan budidaya pertanian sebagaimana dimaksadthdahsal 27 ayat

(1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

a. kawasan tanaman pangan lahan basah vyaitu kawasag ya
diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah, pangairannya
dapat diperoleh secara alamiah maupun secara telangan wilayah
yang cocok untuk dikembangkan sebagai kawasarbtdramtara lain

Kecamatan sebagian Kendal, sebagian Weleri, sebaBatebon,
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sebagian Brangsong, sebagian Cepiring, sebagiagkkiag, sebagian
Rowosari, sebagian Pegandon, sebagian Ngampelgiaeb&emuh,
sebagian Kaliwungu, dan sebagian Kaliwungu Selatan;

kawasan tanaman pangan lahan kering vyaitu kawasang y
diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering kutémnaman
palawija, holtikultura atau tanaman pangan, dergkasi yang cocok
untuk dikembangkan sebagai kawasan tersebut daiar&ecamatan
Brangsong, Patean, Sukorejo, Boja, Pegandon, Ndan@emuh,
Ringinarum, Weleri, Rowosari, Kangkung, Cepiringatébon, dan
Kendal;

kawasan pertanian tanaman tahunan atau perkebuwaiian kawasan
yang diperuntukkan perkebunan yang menghasilkdndadian pangan
atau bahan baku industri, dengan lokasi yang cocwkuk
dikembangkan sebagai kawasan tersebut antara |a&oankatan
Pageruyung, Patean, Kaliwungu, Kaliwungu Selataepagian
Brangsong, Plantungan, Sukorejo, Singorojo, Limbanglan Boja;
dan

kawasan hutan produksi adalah kawasan yang dipddant bagi
hutan produksi terbatas yang cara eksploitasinggiehdapat dilakukan
dengan sistem tebang pilih dan tanam, dengan lgkasgj cocok untuk
dikembangkan sebagai kawasan tersebut antara |a&oarkKatan

Kaliwungu,Kaliwungu Selatan, Patean, Singorojo, Ngampel.

Pasal 29

Kawasan budidaya non-pertanian sebagaimana dimalkaad Pasal 27

ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- ® 2 0 T p

1)

kawasan perikanan;
kawasan peternakan;
kawasan pertambangan;
kawasan perindustrian;
kawasan pedagangan;
kawasan pariwisata; dan

kawasan permukiman dan campuran.
Pasal 30

Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud daksal R9 huruf a
adalah kawasan yang diperuntukkan bagi usaha pédraygan

perikanan.
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Pembudidayaan ikan di kawasan perikanan bendasatempat
pembudidayaannya sebagaimana dimaksud pada ayatilfgplakan
menjadi:

a. kawasan pengembangan budidaya laut;

b. kawasan pengembangan budidaya tambak;

c. kawasan pengembangan budidaya kolam; dan
d

kawasan pengembangan budidaya mina padi.

Pasal 31

Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dRéesal 29 huruf b
adalah kawasan untuk usaha pengembangan petergakgnsecara
umum dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu
a. ternak besar (sapi, kerbau, kambing, dombakdda); dan
b. ternak kecil (ayam, itik dan jenis unggas rigan).
Penetapan lokasi kawasan peternakan sebagathimaaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi Kecamatan Pageruyung, Plaranngsukorejo,
Patean, Singorojo, Limbangan, dan Boja.

Pasal 32

(1) Pengembangan  kawasan peruntukan nplestagan sebagaimana

(2)

dimaksud dalam Pasal 29 huruf c adalah kawasan gigeguntukkan

bagi pertambangan, baik wilayah yang sedang mawgaungy akan

segera dilakukan kegiatan penambangan, serta rRenpbtensi

pertambangan yang cukup menguntungkan dari segoekis.

Kriteria kawasan pertambangan sebagaimanakdudapada ayat (1)

adalah sebagai berikut:

a. tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan fidu

b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas seddda
kegiatan ekonomi sekitarnya;

c. tidak mengganggu fungsi lindung;

d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sunodng
alam;

e. meningkatkan pendapatan masyarakat;

—h

meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;

meningkatkan kesempatan kerja;

- @

meningkatkan ekspor; dan

meningkatkan perkembangan masyarakat.



23

(3) Penetapan lokasi kawasan pertambangan selmgaidimaksud pada
ayat (1) meliputi sebagian besar kecamatan di Daera

Pasal 33

(1) Pengembangan kawasan industri sebagaimangslichalalam Pasal
29 huruf d meliputi wilayah Kecamatan Kaliwungu, p@img, dan
Boja.

(2) Kriteria kawasan industri sebagaimana dimaksadia ayat (1) adalah
sebagai berikut:

a. tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan fidu

b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas seddda
kegiatan ekonomi sekitarnya;

c. tidak mengganggu fungsi lindung;

d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sunodne
alam;

e. meningkatkan pendapatan masyarakat;

—

meningkatkan pendapatan nasional dan daerah,;

meningkatkan kesempatan kerja;

> @

meningkatkan ekspor; dan

meningkatkan perkembangan masyarakat.

Pasal 34

(1) Kawasan perdagangan sebagaimana dimaksud dalaim2Bdsaruf e,
diarahkan pada pola penataan kawasan yang terpauyanl tujuan
untuk :

a. menghindari permukiman kumuh sekitar kawasan peaitizn
(pasar);

b. meminimalisir kemacetan di jalan sekitar kawasardg@gangan /
pasar; dan

c. mewujudkan kualitas ruang kawasan perdagangan dr pasg
baik.

(2) Pengembangan sarana perdagangan pada kawasan irsebaga
dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas perdagangerskala lokal
hingga regional yang terdiri dari :

a. kios;

b. toko;
c. pertokoan;
d

. pasar desa,;
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e. pasar kecamatan;

f. pasar khusus ( pasar hewan, sayur mayur, sandargjinkn dan
sebagainya);

g. pasar induk;

h. supermarket / mall ; dan

I. pusat grosir.

(3) Pengembangan sarana perdagangan sebagaimana dinpakisuayat

(2), yang mendapatkan prioritas dan perhatian khadalah :
a. pengembangan pasar induk; dan
b. pengembangan pasar khusus.

(4) Kriteria kawasan perdagangan sebagaimana dimakadd ayat (1)

1)

(@)

adalah :

a. mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadiaanb
konsumsi yang berasal dari luar / dalam daerah;

b. mendukung struktur ruang wilayah;

c. meningkatkan kestabilan harga bahan kebutuhan maksta

d. meningkatkan kestabilan dan ketersediaan komodyasg
dikonsumsi masyarakat;

e. meningkatkan pertumbuhan dan perekonomian masyarsialui
peran aktif investor swasta, Pedangan Kaki Limap daaha
menengah kecil mikro; dan

f. meningkatkan pendapatan asli daerah dari retribsisktor

perdagangan.
Pasal 35

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalasal 29 huruf e
meliputi wilayah Kecamatan Limbangan, Patean, RBlagdn,
Singorojo, Rowosari, Cepiring, dan Kaliwungu.

Kriteria kawasan pariwisata sebagaimana dintkpada ayat (1)
adalah sebagai berikut:

a. meningkatkan devisa dan mendayagunakan investasi;

b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sdkitorsub
sektor serta kegiatan ekonomi sekitar;

tidak mengganggu fungsi lindung;

tidak mengganggu upaya pelestarian sumber dayag alam

meningkatkan pendapatan masyarakat;

=~ ® 2 o

meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
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g. meningkatkan kesempatan kerja;
h. melestarikan budaya; dan

I. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 36

(1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud datsal R9 huruf f
terdiri dari kawasan permukiman perdesaan dan sawpermukiman
perkotaan.

(2) Pembangunan dan pengembangan kawasan perunbahanwajib
mengacu pada persyaratan lokasi sebagai berikut:

tidak berlokasi pada kawasan rawan bencana,;

tidak berlokasi pada kawasan konservasi;

tidak berlokasi pada kawasan yang masih dalam sésmgk

o o T p

mempunyai sumber air baku yang memadai (kualitaskdantitas)
atau terhubungkan dengan jaringan pelayanan asihbeserta
jaringan sanitasi dan pematusan;

e. terletak pada hamparan dengan luasan yang cukupg ya

memungkinkan terselenggarakannya pola hunian yarigmbang;

—h

tidak terganggu oleh kebisingan;
memiliki pola permukiman yang kompak;

> @

memiliki kemudahan mencapai fasilitas umum; dan

topografi cukup datar, dengan kelerengan lakaR5% (kurang

atau sama dengan dua puluh lima persen).

Par agraf Keempat
Kawasan Prioritas
Pasal 37

(1) Kawasan prioritas pembangunan yang perlu mendaphapan dalam
pengembangannya terdiri dari :

a. kawasan pusat pertumbuhan meliputi wilayah Kota d&én
Kaliwungu, Weleri, Sukorejo, dan Boja;

b. kawasan cepat berkembang yang berada di sepamglmgpantai
utara terutama sebagian kawasan Kecamatan Kaliwungu
Brangsong, Kendal, Cepiring, Gemuh, dan Weleri;

c. kawasan kurang berkembang yang meliputi wilayahaketan

Plantungan, Patean, dan Singorojo; dan
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d. kawasan perbatasan yang meliputi wilayah Kecam&sdimvungu,
Boja, Limbangan, Singorojo, Patebon, Sukorejo, tRlagan,
Pageruyung, Weleri, dan Rowosari.

Pengembangan kawasan prioritas sebagaimana dimp&dadayat (1),

memiliki kriteria sebagai berikut:

a. kawasan yang mempunyai kontribusi terhadap permapsssaran
pembangunan secara regional dan nasional;

b. kawasan yang tidak masuk dalam deliniasi kawasdante dan
andalan tetapi dari dimensi Daerah memiliki peranaruk
pertumbuhan dan pemerataan yang besar; atau

c. kawasan yang mempunyai permasalahan ruang yang bagera

ditangani.

Paragraf Kelima
Sistem Prasarana Wilayah
Pasal 38

Pengembangan sistem prasarana wilayah di Daewdih tari:

a.
b.

c
d.
e

(1)

@)

1)

sistem prasarana transportasi;

sistem prasarana telekomunikasi;

. sistem prasarana penyediaan energi;

sistem prasarana pengairan; dan

. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Pasal 39

Pengembangan sistem prasarana transportasi sebagaitarsebut
dalam Pasal 38 huruf a, diarahkan untuk meningkati@ayanan
jaringan transportasi wilayah guna menunjang pebesgan sektor-
sektor perekonomian daerah, meningkatkan interalssisial
masyarakat, membuka daerah terisolir, dan menduksistem
pertahanan dan keamanan.

Pengembangan sistem prasarana transportasi wilaghhgaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. sistem jaringan jalan; dan

b. sistem pendukung prasarana transportasi.

Pasal 40

Pengembangan sistem jaringan jalan ditinjau damahki dan fungsi

pelayanan terdiri dari jalan arteri, kolektor, dakal.
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(2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (13hagldan dengan
peranan pelayanan distribusi barang dan jasa upé&mgembangan
semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghgikam semua
simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusaidtan, yaitu: jalur
jalan Pantura dan jalur jalan Temanggung — Sukeréjéeleri.

(3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayatélatajalan umum
yang berfungsi melayani angkutan pengumpul ataubpgmdengan
ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan sedangudaah jalan masuk
dibatasi atau merupakan jalan yang menghubungktatkata kedua
(ibukota kabupaten dan kota sekitarnya).

(4) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1ptadalan yang
menghubungkan antarkota kecamatan yang bukan Kkaisat p

pertumbuhan.

Pasal 41

Pengembangan sarana dan prasarana pendukungaakipétgerakan di

wilayah Daerah antara lain sebagai berikut:

a. pengembangan jalur angkutan umum yang menghuburaykiankota
kecamatan dan antar wilayah dengan terminal;

b. peningkatan jalur rel kereta api dan stasiun keaptaserta pelabuhan,
di wilayah Kaliwungu;

c. peningkatan kualitas terminal, khususnya tipe B @agang ada di
beberapa wilayah, yaitu Kaliwungu, Kendal, CepiriBgja, Sukorejo,
(tipe C) dan Bahurekso (tipe B);

d. penyediaan terminal barang / agro bisnis di Subkordgoja,
Limbangan, dan Kaliwungui;

e. pengembangan jalan tol Semarang-Batang; dan

f. pengembangan tempat istirahat (rest area) sesoaiuten.

Pasal 42
(1) Sistem telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalaal B& huruf b,
dikembangkan dengan berbagai teknologi jaringarukumhelayani
kebutuhan komunikasi masyarakat dan meningkatkanerja
pembangunan wilayah.
(2) Pengembangan jaringarsebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diarahkan pada seluruh kawasan permukiman dengaritgs pada

pusat-pusat kegiatan: pemerintahan, perdaganganadan industri,
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pendidikan, rekreasi, hiburan, kesehatan dan esgatan masyarakat
lainnya.
Pasal 43

Sistem penyediaan/distribusi energi listrik sebagaa dimaksud dalam
Pasal 38 huruf c, ditujukan tersedianya jaringastrik untuk berbagai
kegiatan masyarakat di seluruh wilayah permukimangdn menambah

jumlah kapasitas terpasang serta kapasitas terpakai
Pasal 44

(1) Lokasi-lokasi perlintasan jaringan transmisi listiegangan tinggi
dibebaskan dari bangunan.

(2) Pembebasan tanah dan bangunan sebagaimana dinpaiisudyat (1)
menjadi tanggung jawab pelaksana kegiatan dan ilddas oleh
Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukaelusebatau

selama kegiatan berlangsung.

Pasal 45

(1) Pengembangan prasarana pengairan sebagaimana wlimdktam
Pasal 38 huruf d bertujuan untuk penyediaan aiuliEgi kebutuhan
domestik dan industri serta untuk pengembangaramiart dengan
menerapkan sistem pengairan yang baik, efektif gfiaren.

(2) Sistem pengairan sebagaimana dimaksud pada ayaertjuan untuk
meningkatkan fungsi wilayah sebagai sentra prodydesigan dan
pelestarian sektor pertanian yang didukung dengamyquiaan dan
pengelolaan prasarana pengairan yang memadai.

(3) Penyediaan dan pengelolaan prasarana pengairangagsebaa
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempedratdebesar-
besarnya upaya konservasi tanah dan air pada kawasdidaya

pertanian dengan mengoptimalkan sistem prasarampaga.

Pasal 46
(1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaindanaksud
dalam Pasal 38 huruf e, bertujuan meningkatkantksatesehatan dan
kehidupan masyarakat dengan penciptaan lingkungag gehat dan
nyaman.
(2) Prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dithgleda ayat
(1) diprioritaskan untuk penanganan penyediaanbarsih, sanitasi,

dan persampahan.
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Pasal 47

Penyediaan air bersih dengan sistem perpipaan odipgkan pada

permukiman padat perkotaan dan permukiman rawaerisgan.
Pasal 48

Peningkatan prasarana sanitasi diprioritaskan pasasan permukiman

padat yang mengarah pada kekumuhan.
Pasal 49

Pelayanan penanganan persampahan dengan sistemangleumgn
diprioritaskan pada kawasan permukiman padat peskotian pusat-pusat

kegiatan masyarakat.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
Pasal 50

(1) Pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah diselengyatardasarkan
sistem kegiatan pembangunan, pengelolaan kawasarta se
penatagunaan ruang.

(2) Pelaksanaan pemanfaatan ruang berdasarkan sistegmtake
pembangunan, pengelolaan kawasan dan penatagunaaoakup
kegiatan:

a. pengaturan ruang kawasan lindung dan kawasan lyagida

b. penetapan kebijakan insentif dan disinsentif;

c. penyelarasan program pembangunan dengan Rencamd&iang
Wilayah; dan

d. sinkronisasi materi Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 51
Pengaturan kawasan lindung dan kawasan budidayagaeiana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan dengaumuskan dan
mengimplementasikan ketentuan teknis operasioma ygencakup:
. penetapan tipologi dan klasifikasi komponen penmatafaruang;

. penetapan pengelolaan kawasan lindung;

. penetapan paraturan gangguan bentang alam;

a
b

C. penetapan peraturan bangunan;

d

e. penatapan garis sempadan sungai, rawa/ waduk daraima
f.

penetapan tata cara penataan ruang kawasan parhatas
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g. penetapan lokasi dan batas fisik komponen pemamfaaang;

h. penetapan tata cara pemberian perizinan pemanfasag,

I. penetapan tata cara pelaksanaan pelayanan umum;

j. penetapan tata cara pengawasan dan penertiban feataanruang;
dan

k. penetapan rumusan tarif/denda pelanggaran pemanfasng.

Pasal 52

(1) Pemanfaatan fungsi dan pengelolaan tata ruang amlaglam rangka
mengarahkan investasi masyarakat dan dunia usahiam da
pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah melaletgy@an pokok-
pokok pengembangan perangkat insentif dan disiridesik di bidang
ekonomi maupun fisik.

(2) Penetapan kebijaksanaan insentif dan disirffsegitagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dengan merumuskan dan
mengimplementasikan kebijakan teknis insentif desmsgentif sebagai
perangkat pemanfaatan ruang yang mencakup :

a. penentuan lokasi dan batas fisik kawasan yang pitleri insentif
dan disinsentif;
b. penetapan bentuk-bentuk insentif dan disinserdif; d

c. tata cara pemberian insentif dan disinsentif.

Pasal 53

(1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaangraoro
pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya.

(2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayatlafiat
dilaksanakan dengan pemanfaatan ruang, baik peatanfauang
secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di daltam. b

(3) Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertsésymi dengan
jangka waktu indikasi program utama pemanfaatamgugang
ditetapkan dalam rencana tata ruang.

(4) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada agilaksanakan
dengan memperhatikan standar pelayanan minimamndpényediaan

sarana dan prasarana.
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Pasal 54

(1) Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yeatgpkian dalam
rencana tata ruang dilaksnakanan dengan mengendangk
penatagunaan tanah, penatagunaan udara, dan peragtagsumber
daya alam lainnya.

(2) Dalam rangka pengembangan penatagunaan sebagadhimaglesud
pada ayat (1) diselenggarakan kegiatan penyusuaanpdnetapan
neraca penatagunaan tanah, penatagunaan sumbemidayeraca
penatagunaan udara, dan neraca penatagunaan sday@eralam
lainnya.

(3) Dalam hal pemanfaatan ruang pada ruang yang beiflimglung,
diberikan prioritas pertama bagi Pemerintah dan é?Petah daerah
untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemgebak atas
tanah jika yang bersangkutan akan melepaskan haknya

(4) Tatacara pelaksanaan penatagunaan tanah, penaaguaia,
penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber ldayalainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (Bledggarakan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Penyelarasan program pembangunan dengan Rencaad &wolanfaatan

Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam H&salyat (1),

dilaksanakan melalui tahapan kegiatan yang mencakup

a. penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah ke dptagram jangka
menengah pemanfaatan ruang ;

b. penjabaran program jangka menengah ke dalamrgmnogahunan
pemanfaatan ruang ;

c. pembahasan program tahunan pemanfaatan ruaragn dédrum
Rakorbang; dan

d. penetapan program-program prioritas.
Pasal 56

Sinkronisasi materi Rencana Pola Pemanfadfata Ruang Wilayah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mgn&akjiatan :

a. sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah dengencdda Tata
Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang \Ahldagabupaten

/ Kota sekitar;
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b. penyiapan rencana rinci tata ruang pada kawespat berkembang
dan kawasan kristis lingkungan ; dan
c. pendayagunaan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaan

pemberian izin pemanfaatan ruang.
Pasal 57

Keterpaduan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Witklgilsanakan oleh
Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundgzhpgan yang

berlaku.

Bagian Ketujuh
Penatagunaan Tanah
Pasal 58

(1) Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakamnk
pembangunan prasarana dan sarana bagi  kepentingam
memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah Remerintah
Daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanalpelaegang hak
atas tanah.

(2) Penggunaan tanah yang berkaitan dengan peragubhs#t atas tanah
yang berjangka waktu tertentu dan secara bertahsgsuhikan
dengan rencana peruntukan sesuai dengan rencamagag.

(3) Atas pertimbangan tertentu sesuai dengan Ramat®erundang-
undangan yang berlaku, maka penggunaan tanah tlesjanaktu
tertentu dapat disesuaikan dengan peruntukan ranta@a ruang
sebelum selesainya masa berlaku hak atas tanabuérs

(4) Untuk meningkatkan upaya pengadaan tanah uagilktas umum di
wilayah perkotaan upaya-upaya yang berkenaan dekgasolidasi
tanah maupun tukar menukar tanah harus dikembarsgaara serasi
sejalan dengan penyelenggaraan tugas-tugas digomerintahan

dan pembangunan.
Pasal 59

Penggunaan tanah dilakukan melalui pemberian panziberdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku denggqedmman pada

Rencana Tata Ruang Wilayah.
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BABV
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN
RENCANA TATA RUANG
Pasal 60

(1) Pengendalian pemanfaatan Rencana Tata RuangayaNil
diselenggarakan melalui kegiatan pengaturan zongsrjzinan,
pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapaksi.

(2) Pengawasan terhadap pemanfaatan tata ruang yalwila
diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantdaarevaluasi.

(3) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaindimaksud pada
ayat (1) di kawasan lindung, kawasan budidaya, kawgerdesaan,
kawasan perkotaan dan kawasan tertentu, dilaksanakelalui
kegiatan pengawasan dan penertiban dalam pemamfaatng,
termasuk terhadap penguasaan, penggunaan dan petaantanah,
air, udara dan sumber daya alam lainnya.

(4) Pengawasan terhadap pemanfaatan tata ruangatvildilaksanakan
oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yasitnye secara
berkala dilaporkan kepada Bupati.

(5) Ketentuan tentang bentuk dan tata cargeetalian pemanfaatan

tata ruang wilayah diatur lebih lanjut dengan Reeat Bupati.
Pasal 61

(1) Ketentuan perizinan terhadap penjabaran Rencana TRatang
Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 hudah Pasal 59
diatur oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peratperundang-
undangan.

(2) 1zin pemanfaatan tata ruang wilayah yang tidak aedengan tata
ruang wilayah dibatalkan oleh Bupati sesuai dengatentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) I1zin pemanfaatan tata ruang wilayah yang dikeluarkian/atau
diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang bebatal demi
hukum.

(4) 1zin pemanfaatan tata ruang wilayah yang diperatehalui prosedur
yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuagde rencana tata
ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan/&apati sesuai

dengan kewenangannya.
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(5) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembataiain
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dimimtp&aggantian
yang layak kepada instansi pemberi izin.

(6) 1zin pemanfaaatan tata ruang wilayah yang tidakiaeakibat adanya
perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dilaatalkleh
Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah dengan mkarbeanti
kerugian yang layak.

(7) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menenbitizan
pemanfaatan tata ruang wilayah dilarang menerbitkianyang tidak
sesuai dengan rencana tata ruang.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehiandan tata cara
penggantian yang layak sebagaimana dimaksud padd4gydan ayat

(5) dilaksanakanan sesuai dengan peraturan pergauhatangan.
Pasal 62

(1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan tata ruang wilayahn sesuai
dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberiksentif dan/atau
disinsentif oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerabh.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) daal Basayat (1),
Pasal 55 huruf a dan Pasal 60 ayat (1) yang meanpp&rangkat
atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap peialks
kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruangée
a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsatigilimbalan,

sewa ruang, dan urun saham,;

b. pembangunan serta pengadaan infrastuktur;

c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau

d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swastatagan
pemerintah daerah.

(3) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52(hydan Pasal
60 ayat (1), yang merupakan perangkat untuk meh¢egambatasi
pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidgtasedengan
rencana tata ruang berupa :

a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan debgsarnya
biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang
ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau

b. pembatasan penyediaan infrastuktur, pengenaan kmagie dan

penalti.
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(4) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap ghemmati hak
masyarakat.

(5) Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh :
a. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lajrdaa
b. Pemerintah kepada masyarakat.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata gemberian
insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengematuran

perundang-undangan.
Pasal 63

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasglab (1) dan
Pasal 60 ayat (1) merupakan tindakan penertibag géakukan terhadap
pemanfaatan tata ruang wilayah yang tidak sesuagate rencana tata

ruang dan peraturan zonasi.
Pasal 64

(1) Pengendalian pemanfaatan tata ruang wilayah gunajamim
tercapainya tujuan dan sasaran rencana sebagadinaaiesud Pasal 3
dan Pasal 4, pelaksanaannya diatur oleh Bupati .

(2) Bupati menyelenggarakan koordinasi keterpacgeananfaatan ruang
wilayah.

(3) Pemantauan dan atau pencegahan segala kegétdorangunan yang
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dilakalkdnBupati atau
Pejabat yang berwenang.

(4) Ketentuan tentang bentuk dan tata cara pengianggemanfaatan tata
ruang wilayah dilaksanakan sesuai ketentuan pearatperundang-

undangan.
Pasal 65

(1) Pengendalian pembangunan fisik di kawasan pbkab dilakukan
melalui pemberian perizinan yang ada pada inst&enerintah
Daerah sesuai dengan peraturan perundang —undgagguverlaku.

(2) Pelaksanaan tindakan penertiban dilakukan Blemerintah Daerah

sesuai dengan peraturan perundang —undangan.
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BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 66

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, masyarakhth :

a. mengetahui secara terbuka Rencana Tata RudagaWi

b. menikmati manfaat tata ruang dan/atau penambalai ruang
sebagai akibat dari penataan ruang;

c. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yhal@minya
sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunagrtigak sesuai
dengan rencana tata ruang;

d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang d#grha
pembangunan yang tidak sesuai dengan rencanaiaig wilayah di
Daerah;

e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghepgarbangunan
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilkgphda pejabat
berwenang;

f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemeriaah/ atau
pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yarak tsksuai
dengan rencana tata ruang wilayah menimbulkan karug

g. berperan serta dalam proses perencanaan utatag rwilayah,
pemanfaatan ruang wilayah dan pengendalian pentanfteta ruang
wilayah;

h. mendapatkan informasi mengenai Rencana TataxgR¥dilayah

secara tepat dan mudah.
Pasal 67

(1) Untuk memberikan hak kepada masyarakat guna mdéngdt@ncana

Tata Ruang Wilayah, Pemerintah Daerah harus mekanbi

Lembaran Daerah, memasang pengumuman dan atau

menyebarluaskan rencana tata ruang wilayah.

(2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dima&dadayat
(1) dilaksanakan melalui kegiatan pemasangan patana tata ruang
wilayah yang bersangkutan pada tempat yang stsateantor kepala
desa/ kelurahan dan / atau kantor yang secaraifunajsnenangani

tata ruang tersebut.
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Pasal 68

(1) Pemanfaatan tata ruang wilayah dan / atau mpbehan nilai ruang

sebagai akibat penataan ruang wilayah, sebagaidiareksud dalam
Pasal 60 ayat (1), dikaitkan dengan sudut pandangpdk langsung

terhadap peningkatan ekonomi, sosial, budaya, tesdlngkungan.

(2) Pemanfaatan tata ruang wilayah beserta sumbga @dlam yang

terkandung di dalamnya, dapat berupa pemanfaatzarasekonomi,
sosial dan lingkungan, dilaksanakan atas dasar kejemilikan yang
sah dan penguasaan atau pemberian hak tertentdakepasyarakat
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undgaggrberlaku.

Pasal 69

(1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas gkaamuterhadap

perubahan atas status semula yang dimiliki masgaisdbagai akibat
pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah diseleri@gamdengan
cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.

(2) Dalam hal tidak tercapainya kesepakatan memngerggantian yang

layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka lgsaj@nya

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undamgag berlaku.

Pasal 70

Dalam kegiatan pemanfaatan tata ruang wilayakgsetiang wajib :

a.
b.

Mentaati Rencana Tata Ruang Wilayah yang telalteghkan:;
Memanfaatkan tata ruang wilayah sesuai dengarpenmanfaatan tata
ruang wilayah dari pejabat yang berwenang;

Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan
pemanfaatan tata ruang wilayah;

Memberikan akses terhadap tata ruang wilayah yéety ketentuan
peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagkiumum;
Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang; dan

Berlaku tertib dan taat hukum dalam keikutsertaandglam proses
perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruangyatvilalan

pengendalian pemanfaatan tata ruang wilayah;

Pasal 71

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaidienaksud dalam

Pasal 70, dikenakan sanksi administrasi.
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(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pgatgH) berupa :

a. peringatan tertulis;

penghentian sementara kegiatan;
penghentian sementara pelayanan umum;
penutupan lokasi;

pencabutan izin;

- ® 2 0 T

pembatalan izin

pembongkaran bangunan;

> @

pemulihan fungsi ruang ; dan / atau

i. denda administratif.

(3) Kriteria dan tata cara pengenaan sanksi adirasissebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketenpggiaturan

perundang-undangan.

Pasal 72

Dalam pemanfaatan tata ruang wilayah, peran sedsyamakat dapat

berbentuk :

a.

pemanfaatan tata ruang daratan, ruang perairan, rg@amg udara
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengaud
struktur dan pola pemanfaatan tata ruang wilayah.
penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkacariRe Tata

Ruang Wilayah.

. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara dan gulayee alam

lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yarigibktas;
perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesogameRencana
Tata Ruang Wilayah,;

pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatang
dan/atau kegiatan dalam rangka menjaga, memelihdeam

meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 73

(1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pentanfazgang dilakukan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan ydagber

(2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagadimaaksud pada ayat

(1) dikoordinasi oleh Bupati atau pejabat yang legrang termasuk

pengaturannya pada tingkat kecamatan sampai delegarkelurahan.
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(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksadagat(1) dilakukan
secara tertib sesuai dengan Rencana Tata RuangaWila

Pasal 74

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah, pegega masyarakat

dapat berupa :

a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayahasaknpemberian
informasi atau berupa laporan pelaksanaan pemanfaatiang,
dan/atau

b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk péaert kegiatan

pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pentanfasang.
Pasal 75

(1) Peran serta masyarakat dalam pengendalian penmamfaatng
wilayah disampaikan kepada Bupati atau pejabat yaemgvenang
secara lisan atau tertulis mulai dari tingkat de&alurahan sampai
kecamatan.

(2) Tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penatang

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangwgenta
Pasal 76

(1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraaratpen ruang
dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.

(2) Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan sgbaga dimaksud
pada ayat (1), tergugat dapat membuktikan bahwak tigrjadi

penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB VII
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 77

(1) Penyelesaian sengketa penataan ruang padap talstama
diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untulkkatif

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimanaksgud pada ayat
(1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapatempuh upaya
penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau ati pengadilan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga



40

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 78

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Repubtikonesia,
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instgremerintah yang
lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang @amatuang diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk membanéabaepenyidik
kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimamakdiud dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksaah ayat (1)
berwenang :

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atatakgan
yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidangtgmemn
ruang;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang didudgkukan
tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang selgamn
dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penatsmng;

d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yakgrizan
dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang didagdapat
bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan pasyitdan
penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelamggang
dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidaakm bidang
penataan ruang ; dan

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanams
penyidikan tindak pidana dalam bidang penataang.uan

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimakzadh ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejgenyidik
kepolisian negara republik Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimglesial ayat
(2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahapanyidik
Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi denggahlad penyidik
kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengetentuan

peraturan perundang-undangan.
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(5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksadh ayat (1)
menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut unmmefalui
pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indanes

(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeriddpiltata cara serta
proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan katengeraturan

perundang-undangan.

BAB I X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 79

(1) Setiap orang yang tidak mentaati rencana tata rugemgg telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70f laryang
mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidanaatepglana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling baripk500.000.000,00
( Lima Ratus Juta Rupiah ).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayabhéngakibatkan
kerugian terhadap harta benda atau kerusakan hagvataku dipidana
dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tdaundenda paling
banyak Rp 1.500.000.000,00 ( satu milyar lima rgaitesrupiah ).

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayahéngakibatkan
kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana @epging lama 15
(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 50000000,00 (lima

miliar rupiah).
Pasal 80

(1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak asedengan izin
pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang aeteawa dimaksud
dalam Pasal 70 huruf b dipidana dengan pidanaaempaling lama 3
(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.0000000lima ratus juta
rupiah ).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud padt(ay mengakibatkan
perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengamaige@njara paling
lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak RpQL0@®.000,00 ( satu
milyar rupiah ).

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud padt(ay mengakibatkan
kerugian terhadap harta benda atau kerusakan hagvataku dipidana
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dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahum dienda paling
banyak Rp 1.500.000.000,00 ( satu milyar lima raitesrupiah ).

(4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud padt(ay mengakibatkan
kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana epging lama 15
(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 50000000,00 ( lima
milyar rupiah ).

Pasal 81

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yangtagikan dalam

persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimankslichalalam Pasal 70
huruf ¢ dipidana dengan pidana penjara paling larttaya) tahun dan denda
paling banyak Rp 500.000.000,00 ( lima ratus jutaah ).

Pasal 82

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadamdan yang oleh
peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagkiumibm sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 huruf d, dipidana dengdangi penjara paling
lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp0Q0MO00,00 ( seratus

juta rupiah ).
Pasal 83

(1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang imeer izin tidak
sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana doh@ddam Pasal 61
ayat (7) dipidana dengan pidana penjara paling lartiana) tahun dan
denda paling banyak Rp 500.000.000,00 ( lima ratiasrupiah ).

(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud padg19ypelaku dapat
dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian seickia dengan

hormat dari jabatannya.
Pasal 84

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksland Pasal 79, Pasal
80, Pasal 81, dan Pasal 82 dilakukan oleh suafpokasi, selain pidana
penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidanadggag dijatuhkan
terhadap korporasi berupa pidana denda dengan patae (tiga) kali
dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pxdahsal 80, Pasal
81, dan Pasal 82.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada(Byakorporasi
dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :

a. pencabutan izin usaha; dan / atau
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b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 85
(1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tirgid&na sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, dsal B2 dapat
menuntut ganti kerugian secara perdata kepadawptfadak pidana.
(2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaidiaraksud pada ayat

(1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 86

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah inikamperaturan
perundang-undangan Daerah yang berkaitan dengaatap@nruang yang
telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentamiga belum diganti

berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 87

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini,maka :

a. lzin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah d&au Pemerintah Daerah
serta kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dezgagang diterbitkan
oleh Pejabat yang berwenang dapat diteruskan sagalhmengganggu
fungsi tata ruang wilayah dan merugikan masyarakat;

b. Kegiatan yang sudah berjalan di Daerah danalimkengganggu fungsi
tata ruang wilayah, harus segera dicegah perkerabagg dan secara

bertahap disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 88
Kawasan industri yang telah ada sebelum Peratuesnad ini berlaku dan
perusahaan yang telah mempunyai izin yang berddar dkawasan industri
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah inyatdkan tetap
berfungsi sebagai kawasan industri dan izin tetsediap berlaku, dengan
dibatasi untuk pengembangannya, untuk pengembanggianjutnya
dipindahkan ke kawasan industri Kaliwungu.

Pasal 89
Ketentuan mengenai arahan pemanfaatan ruang ldataruang udara akan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sest@ngan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 90

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerakdpanjang mengenai

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengarntiraraBupati.
Pasal 91

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, nizk@turan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Kendal Nomor 2 Tahu@4l&ntang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Il KanflLembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Kendal Tahun4196mor 2 Seri D
No. 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldfingkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanymelamngan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaranad@emerintah
Kabupaten Kendal

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 7 Desember 2007

BUPATI KENDAL
WAKIL BUPATI

SITI NURMARKESI
Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 10 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KENDAL

KARDANI ISWANTAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2007
NOMOR 23 SERI E NO. 13
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR TAHUN 2007
TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KENDAL

[.UMUM
A. Pengertian Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan usaha mevanugleran wilayah dalam
menampung perkembangan kegiatan-kegiatan di damnseypningga memenuhi kebutuhan
pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkuefggen dalam alokasi investasi,
bersinergi, dan dapat dijadikan acuan dalam pemgamsiprogram pembangunan untuk
tercapainya kesejahteraan masyarakat.
Adapun pengertian dasarnya bahwa Rencana Tata Rd@agah merupakan rencana
pengembangan wilayah yang disiapkan secara teknisidn teknis, yang telah ditetapkan
oleh pemerintah maupun Pemerintah Daerah, yangpalean kebijaksanaan pemanfaatan
ruang dan menjadi pedoman pengarahan dan pengem@alaksanaan pembangunan.
Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan rencana iyaugs disusun secara menyeluruh
dan terpadu dengan menganalisis segala aspek Kb tlalam suatu rangkaian yang
bersifat komprehensif, jadi rencana induk disussuai dengan pola dan karakter wilayah.
Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan dapat meagagin dasar dari rencana-rencana
dibawahnya sehingga akhirnya perkembangan wilayadmjadi lebih terarah dan
menghindarkan terjadinya kesemrawutan.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dilakukagadeberazaskan kaidah-kaidah
perencanaan seperti keselarasan, keserasian, daiarp kelestarian, dan kesinambungan
dalam lingkup kabupaten dan kaitannya dengan psogan kabupaten sekitarnya.

B. Kedalaman Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah
Rencana Tata Ruang Wilayah disusun dengan kedalamiastansi yang sesuai dengan
ketelitian atau skala petanya. Unit analisis yammimbkan di dalam Rencana Tata Ruang
Wilayah adalah unit kecamatan sedangkan sistermggmi prasarana digambarkan

kedalaman sistem primer dan sekunder.
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Rencana Tata Ruang Wilayah adalah rencana tatg dedam wilayah administrasi dengan
tingkat ketelitian minimal skala 1:100.000 berjaagkaktu 20 (dua puluh) tahun. Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten disusun berdasarkikirgemn kecenderungan dan arahan
perkembangan untuk memenuhi kebutuhan pembangunarash depan sesuai dengan

jangka waktu perencanaannya.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan usaha mevanugleran wilayah dalam
menampung perkembangan kegiatan-kegiatan di da@nsepingga memenuhi kebutuhan
pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkuefggen dalam alokasi investasi,
bersinergi, dan dapat dijadikan acuan dalam pemgarsiprogram pembangunan untuk
tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Adapun pengertian dasarnya bahwa Rencana Tata Rwdiagah merupakan rencana
pengembangan wilayah yang disiapkan secara teknisidn teknis, yang telah ditetapkan
oleh pemerintah maupun Pemerintah Daerah, yangpalean kebijaksanaan pemanfaatan
ruang dan menjadi pedoman pengarahan dan pengem@alaksanaan pembangunan.
Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan rencana iyaugs disusun secara menyeluruh
dan terpadu dengan menganalisis segala aspek Kb tlalam suatu rangkaian yang
bersifat komprehensif, jadi rencana induk disussuai dengan pola dan karakter wilayah.
Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan dapat meagagin dasar dari rencana-rencana
dibawahnya sehingga akhirnya perkembangan wilayadnjadi lebih terarah dan
menghindarkan terjadinya kesemrawutan.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dilakukagateberazaskan kaidah-kaidah
perencanaan seperti keselarasan, keserasian, daiarp kelestarian, dan kesinambungan

dalam lingkup kabupaten dan kaitannya dengan psogan kabupaten sekitarnya.

II. PASAL DEMI| PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan “keterpaduan”adalah bahwa natpen ruang
diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagankegan yang bersifat lintas
sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepeyain.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasarkefmbangan” adalah bahwa

penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkseralsgan antara struktur
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ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupemusia dengan
lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan pewkegaln antardaerah serta
antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “kebelanjutan” adalah bahwanaan ruang
diselenggarakan dengan menjamin kelestarian damg®lingan daya dukung dan
daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kiegamnt generasi mendatang.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan dan kehlgdresan” adalah bahwa
penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimatanfaat ruang dan
sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menj@rwujudnya tata ruang
yang berkualitas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwanatpan ruang
diselenggarakan dengan memberikan akses yang $easaya kepada masyarakat
untuk mendapatkan informasi yang berkaitan denga@ataan ruang.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “kebersamaa dan kemintradafala bahwa penataan
ruang diselenggarakan dengan melibatkan selurulampghka kepentingan.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “perlindungan kepentinganmaradalah bahwa penataan
ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepamtngsyarakat.
Huruh h
Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keddddalah bahwa penataan
ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukwentkan peraturan perundang-
undangan dan bahwa penataa ruang dilaksanakanrderegapertimbangkan rasa
keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kbamjsemua pihak secara adil
dengan jaminan kepestian hukum.
Huruf i
Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah balp&ayelenggaraan penataan
ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosespgajbiayaannya, maupun
hasilnya.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 4
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Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Pasal 11

Rona lingkungan alam adalah keadaan/kondisi stiaggkungan fisik alam

seperti kondisi bentang alam, topografi, geologirdiogi, jenis tanah, curah
hujan dan lain-lain. Rona lingkungan sosial ad&eadaan/kondisi lingkungan
sosial seperti keadaan kependudukan, keadaan perekamn, keadaan adat
istiadat.Sedangkan rona lingkungan buatan adalataea/kondisi lingkungan
hasil rekayasa manusia seperti kondisi jalan, lsangaiingan irigasi dan kondisi
sarana prasarana wilayah lainnya.

Sub Wilayah Pembangunan merupakan upaya untuk nméukbostruktur tata
ruang wilayah kabupaten yang fungsional, sesuaigalenkecenderungan
interaksi antar kawasan dan pola aglomerasi kegipgsaekonomian. Hirarkhi
pusat pelayanan adalah suatu jejaring yang mengg&arb sebaran kota-kota
kecamatan dan fungsional kota-kota yang terkaigderpola transportasi dan

prasarana wilayah lainnya dalam ruang wilayah katarp

Sistem prasarana wilayah adalah sistem bangunag gigerlukan terlebih
dahulu untuk memberikan pelayanan atau jasa bdmitkkan dasar penduduk
di suatu wilayah, terdiri dari sistem transportasickomunikasi, penyediaan
energi, pengairan dan pengelolaan lingkungan dagéingsi.

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.
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Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
ayat (1)
Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yarep&ateadaan sifat fisik
wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebag#arh dengan penutupan
vegetasi secara tepat guna kepentingan hidroosylggitu mengatur tata air,
mencegah banjir dan erosi serta memelihara keawletakesuburan tanah, baik
dalam kawasan yang bersangkutan maupun kawasan wggengaruhi
sekitarnya. Kawasan yang berfungsi sebagai kawlsdong namun bukan
merupakan kawasan hutan lindung meskipun secakanismiliki karakteristik
seperti hutan lindung
ayat (1)
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
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Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
ayat (1)
hurufa : Pemegang izin peternakan babi tetapjaankan kegiatan usahanya sampai
dengan masa berlakunya izin berakhir dan tidakrdgpgang lagi.
huruf b :  Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
ayat (1)
Sistem prasarana adalah sistem bangunan yangukigererlebih dahulu untuk
memberikan pelayanan atau jasa bagi kebutuhan gaesaiuduk, terdiri dari
sistem transportasi, telekomunikasi, penyediaanrgénepengairan dan
pengelolaan lingkungan dapat berfungsi.
ayat (2)
Cukup jelas.
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Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Yang dimaksud dengan jaringan transmisi listrilategan tinggi dalam Pasal ini
adalah transmisi tenaga listrik yang menggunakamdlktor di udara
bertegangan nominal 275 (dua ratus tujuh puluh)likvadan 500 (lima ratus)
kV.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisakukan untuk perizinan
skala kecil / individual sesuai dengan peraturanagp sedangkan peraturan
insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikatuk perizinan skala
besar/kawasan karena dalam skala besar/kawasanngkinkan adanya
pemanfaatan ruang yang dikendakilan dan didoromggrabangannya secara

bersamaan
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Pasal 52
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Pemanfaatan ruang secara vertikal dan pemanfaatamg rdi dalam bumi
dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan ruangnmdataenampung
kegiatan secara lebih intensif. Contoh pemanfaatsang secara vertikal
misalnya berupa bangunan bertingkat, baik di @asht maupun di dalam bumi.
Sementara itu, pemanfaatan ruang lainnya di dalami anatra lain untuk
jaringan utilitas (jaringan transmisi listrik, jagan telekomunikasi, jaringan
pipa air bersih, dan jaringan gas, dan lain-laitan jaringan kereta api maupun
jaringan jalan bawah tanah.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
ayat (1)
Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatoanfaatan ruang dan
unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk seis@a peruntukan sesuai
dengan rencana rinci tata ruang.
Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, potEn tidak boleh
dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang tlEpat atas ketentuan
tentang amplop ruang ( koefisien dasar ruang hkaefisien dasar bangunan,
koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan Ibangy penyediaan sarana
dan prasrana, serta ketentuan lain yang dibutulokenk mewujudkan ruang
yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
ayat (2)

Cukup jelas.
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ayat (3)
Cukup jelas.
ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 60
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.
ayat (3)
Cukup jelas.
ayat (4)
Cukup jelas.
ayat (5)
Yang dimaksud dengan penggantian yang layak adbiiwa nilai atau
besarnya penggantian tidak menurunkan tingkat &btsjpan orang yang diberi
penggantian sesuai dengan ketentuan perundanggardan
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
ayat (1)
Kerugian akibat penyelenggaraan penataan ruang akepcpula kerugian
akibat tidak memperoleh informasi rencana tata gugang disebabkan oleh

tidak tersedianya informasi tentang rencana taagu
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ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
ayat (1)
Yang dimaksud dengan sengketa penataan ruang adagabelisihan
antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraaatgaen raung. Upaya
penyelesaian sengketa diawali dengan penyelesatalunmusyawarah untuk
mufakat.
ayat (2)
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan disepa&kgh pihak yang
bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar peagagiéncakup penyelesaian
secara musyawarah mufakat dan alternatif penyalesengketa, anatara lain
dengan mediasi, konsiliasi, dan negosiasi.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.



Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.
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